
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR !;t; TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGMM LEGISI-ASI DAERITH DI LINGKUNGI\N
PEM ERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

Mengingat

, 4 .

: 1 .

2.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan P,asal 36 ayat (5) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan, perlu menetapkan peraturan ,Gubernur
tentang Tata cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pemhentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Ftepublik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4060);
undang-undang Nomor 32 Tahun z0a4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indornesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor q37',1
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua ata:;
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintaharr
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);
undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang pemtrentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nornor 03 Tahun 2006 tentanr;
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provins;i

Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencanil
Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Gorontaro Tahun
2007'2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontaro Tahun 2009
Nomor 03);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 201i1 tentanll
organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan *:kretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provirnsi Gorontaro (Lembaran

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor LL, Tiambahan

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9);
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 201:t tentang
organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Gorontalo
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor Lz,,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomrcr 13 Tahun 2013 tentangr
organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi r3orontalo Nomor 11);
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentar.rg
organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain provinsi Gioronta[o
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 'rahun 

2013 Nomor L4,
Tambahan Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Nomor 12);

MEMUTUSIGN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYIJSUNAf{
PROGMM LEGISI.ASI DAEMH DI LINGKUNGAN PEMEiRINTAH
PROVINSI @RONTALO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

4.

6.

7.

8.

9.
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1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah lainnyil

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPF:D adalalr

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah liekretaris

Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPI)
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 'di lingkungan Permerintalr
Provinsi Gorontalo.

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

8. Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan Cfrganisas;i
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi adalah Kepala Biro Hukum dan
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

10. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebr.rt Perda adalah Peraturan
Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Penruakilan Rakyat
Daerah dengan persetujuan bersama Gubennur.

11. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut l{anperda
adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.

12. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegcla adalafr
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah
yang disusun secara terencana, terpadu darn sistematis.

13. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda aclalah alal:
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapal:
paripurna DPRD.

BAB II
ruJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2
(1) Penyusunan Prolegda bertujuan mrewujudkan keserasian,

keselarasan, dan keterpaduan pemberntukan perda dengarr
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kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah dan
kebijakan pembangunan nasional.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana diimaksud pada iayat (l,t
penyusunan Prolegda didasarkan pada prin:;ip:

a. sinergis;
b. kesepakatan bersama;
c. itikad baik;

d. mengutamakan kepentingan nasional, keutuhan wilayah NKFJ,,
kepentingan masyarakat dan kekhasan daerah;

e. transparansi;
f. keadilan;dan
g. kepastian hukum

BAB III

WEWENANG PENYUSUNAN PROLEGDA
Pasal 3

DPRD dan Pemerintah Provinsi berwenang menyusun Prolegd,a secara
berencana, terpadu dan sistematis yang pelaksanannya dikoorclinasikan
oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 4
Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 clilakukan
setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang Anggdrdn
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, berdasarkan skala prioritas
pembentukan Ranperda.

BAB IV
MATERI MUATAN PROLEGDA

Pasal 5
(1) Prolegda memuat program pembentukan perrda yang disusun daram:

a. daftar skala prioritas pembentukan;dan

b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan
peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disusun berdasarkan pertimbangan :
a. perintah perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. terkait dengan perda lainnya;
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c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
d. berorientasi pada pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

kepastian hukum;

e. berorientasi pada perlindungan hak asa:;i manusia;
f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;
g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang

berkedadilan;dan

h, secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk
men i ngkatkan keseja hteraa n.

(3) Pokok materi yang diatur sebagaimana pada ayat (1) huruf b
merupakan penjelasan lengkap secara teftulis mengenai setiap
konsep Rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari :

a. latar belakang;
b. tujuan penyusunan;

c. ssaran yang akan diwujudkan;
d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;dan
e. jangkauan dan arah pengaturan

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGDA

Pasal 6

(1) Gubernur memerintahkan Kepala SKPD menyusun prolegda di
lingkungan Pemerintah Provinsi,

(2) Penyiapan rancangan Prolegda dilingkungan Pemerintah provinsi

dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum darr Organisasi.
(3) Penyiapan rancangan Prolegda sebagaimanil dimaksud pada ayat (2:)

dapat mengikut seftakan instansi veftikal terkait.
(4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3r)

diikutsertakan apabila sesuai dengan :
a. kewenangan;
b. materi muatan;atau

c. kebutuhan dalam pengaturan
(5) Kepala Biro Hukum dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meminta kepada SKPD atau unit kerja lainnya mengenai
perencanaan pembentukan rancangan perda dilingkungarr
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instansinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan
tanggung jawabnya.

(6) Penyiapan konsep pembentukan Ranperda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam
Pasal 5.

BAB VI

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

(1) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provin:;i

diajukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada Gubernur melalui

Sekda.

(2) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan prolegda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpiniln DPRD untuk dilakukan
pembahasan bersama.

(3) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayert
(2) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 8
(1) Rancangan Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama

antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaKud dalarn
Pasal 7 disepakati menjadi Prolegda Provinsi yang ditetapkan dalarn
Rapat Paripurna DPRD.

(2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ay'at (1) ditetapkan dengarr
Keputusan DPRD.

BAB VII

PERUBAHAN SIGI.A PRIORNAS
Pasal 9

(1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat
program pembentukan Perda dalam F,rolegda dapat diadakan
penambahan dan/atau diubah urutan skala prioritasnya.

(2) Perubahan skala prioritas sebagaiaman dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan DPRD melalui Balegda.
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BAB VIII

PEMBIAYMN

Pasal 10

Pembiayaan penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah provinsi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan &:lanja Daerah provinsi

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanr;gal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

BERTTA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR,.44
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
23 Desember 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
23 Desember 2013


